
BUPATIHALMAHERASELATAN 
PROVINS! MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN 

NOMOR 3� TAHON 2023 

TENT ANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGASA DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

Menrmbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan 

struktur orgamsast Perangkat Daerah di hngkungan 

Pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu 

ditmdaklanjuti dengan Pembentukan Susunan 

Orgarusasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dmas 

Komurukasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Halmahera Selatan, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

Mengmgat 1 

_] , _ _  ...]  - -  -  -  -1 - L - -  - - - 1 - -  - -  1  - - -  - - L -  _ ,  __ -  

Ullllcl.K.:>UU JJVlll d Uldld.:>, llld.t\.d JJCllU lllCllCldjJ.t\.d.11 

Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan 

Orgarusasi, Togas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dmas 

Komumkasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Halmahera Selatan, 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provmsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 

R I  Tahun 1999 Nomor 174 ,  Tambahan Lembaran Negara 
� T l\. T _  -- - - l"'\ 0 1""\ r" \  - - 1 - -  - -  - - -  - -  L - 1 - 1 -  _]  1-- - 1 -  -1- - - - - 
1'- 1 nv111v1 00'::7.JJ, .:>CUdgdlllldlld lCldll UlUUdll uc11ga.11 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

R I  Tahun 2000 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara 

R I  Nomor 3961 )  

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 

Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 

di Provmsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I  Tahun 
("\ l"'\ f"\ I"\  l\T f"\ 1  l'T'  1  _ _  1  T  ,_  l\ T - - - - - -  r-. T  l\ T - - - - -  
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3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pernermtanan Daeran [Lembaran Negara R I  Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 

5587) sebagaimana telah kedua kah drubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 

R I  Tahun 2015 Nomor 59), 

4 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Orgamsasr Perangkat Daerah (Lembaran Negara R I  
l'f'\_ 1- _ f'\ /"'\ 1 r l\ T _ -- _ - 1 1 A \  _  -  L  -  -  -  -- - - - ..L - 1 - 1- -1 1-. - 1_ 
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dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah 

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187), 

5 Peraturan Menten Komurukasi Dan Informatika Repubhk 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komumkasi Dan 
T __ r_ -- - L  1 _ _  /T'\ L -  l\T_ - - - T"\ _  -  1-1 1 _  T  -  -1- - - -  -  rf'-1- - 

llllUlllld.Lll\.d. \DCllLd. nc�ctld. l\.C_l.JUUlll\. lllUUllCl:)ld. ld.llUll 

2016 Nomor 1308), 

6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 

Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
l\T_ - - -  1 r>  rr, _ 1 _  -  f"\ l"\ f"'\ 1  L -  _ ...._ _  - -  T"'\ - 1 - -  _ ..._ _  1  -1- _ C"" _ 
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Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, 

Memperhatikan Surat Kementenan Dalam Negen Nomor 061/4257 /OTDA 

tertanggal 29 .Juru 2021 Penhal Pertimbangan 

Penyederhanan Struktur Orgamsasi Perangkat Daerah 

dihngkungan Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota 
Provmsi Maluku Utara 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK 

DAN PERSANDIAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
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B AB I  

.l\.l!il.t!..R 1 UAR UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan 
1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
2 Pemenntah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemenntah 
3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan 
4 W akil Kepala Daerah adalah W akil Bu pati Halmahera Sela tan 
5 Dewan Perwakilan Rakyat Daei-ah selanjutnya d1sebut DPRD, adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara 
Pemenntahan Daerah 

6 Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Halmahera 
Sela tan 

7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan pemenntahan daerah yang terdm dan Sekretanat 
Daerah, Sekretanat DPRD, Inspektorat, Dmas Daerah, Badan Daerah 
dan Kecamatan 

8 D111as adalah D111as Ko1i1u111kas1, Informatika, Statistik, dan Pesa.i1d1a.i1, 

9 Togas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada 
Dmas Komumkasi, Informatika, Statistik, dan Pesandian, 

10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dmas 

Komumkasi, Informatika, Statistik, dan Pesandian, 

1 1  Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur S1p1l Negara 
dalam rangka mermmpm Satuan Orgarnsasi Perangkat Daerah 

12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas be1ka.ita.i1 dengan pela_yana.i1 fu11gs1011al yang berdasarkan pada 

keahhan dan/atau keterampilan tertentu 
13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bensi fungsi dan 

tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan pubhk serta adrmmstrasi 

pemenntahan dan pembangunan 
14 Unit Pelaksana Tekms yang selanjutnya dismgkat UPT adalah Unit 

Pelaksana Tekms Dmas Komurnkasi, Informatika, Statistik, dan 
Pesandian yang melaksanakan kegiatan tekms operasional tertentu yang 

secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat 

BAB II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 2 

Dmas Komurnkasi, Informatika, Statistik, dan Pesandian Kabupaten 
Halmahera Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemenntahan yang 
menjad, kewenangan Daerah yang be. kedudukan d. 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretans Daerah 

t... -1- 

Ud.Wclll 
..] - -- 
Uclll 
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Bagian Kedua 
Susunan Orgamsasi 

Pasal 3 
( 1) Susunan Orgamsasi Dmas Komurnkasi, Informatika, Statistik, dan 

Persandian terdm atas 
a Dmas, 

b Sekretanat Dmas, terdm dan 
1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan 
2 Kelompok Jabatan Fungsional 

c Bidang Ko111u111kas1, dan Kelo111pok .Jabatan F\.i11gs1011al, 
d Bidang Informatika, dan Kelompok Jabatan Fungsional, 
e Bidang Statistik, dan Kelompok Jabatan Fungsional, 
f Bidang Persandian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan 
g Unit Pelaksana Tekrns (UPT) 

(2) Bagan Susunan Orgarusasi Dmas Komumkasi, Informatika, Statistik 
dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum pada 
lampiran Peraturan Bupati 1n1 

T""'I T l" - L - -  

Dd.glctil .n.euga 

Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

DIN AS 

Pasal 4 
Dmas Komumkasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 )  huruf a, dipirnpm oleh seorang Kepala 
Dmas dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 
- - - -  - - - - -  - L - 1 - - -  ..l  1 - -1 - - -  T T - -  ...  _ ,  T - r - - - - - L 1 - -  {'"'\ L - L - ..t.. 1 _  - 1 - -  
Ul Ul:>ctil ptllltl llllctilcUl Ul UlUctil!5 fi.UlllUllll\.d.l:>1, llllUl llld.Ul\.d., uld.Ul:>lll\. Uctil 

Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada daerah 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dmas 

Komumkasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan 
fungsi 

1 Perumusan kebijakan daerah Bidang Komurukasi, Informatika, Statistik 
� - - y-\ _  -  -  -  _.]  -  -  
LJcUI re1;:,cU1u1cU1, 

1 Pengkoordmasian penyelenggaraan Pemenntahan Bidang Komumkasi, 

Informatika, Statistik Dan Persandian, 

2 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemenntah Daerah 

Bidang Komumkasi, Informatika, Statistik Dan Persandian, 

3 Pembmaan admmistrasi dan aparatur Pemenntah Daerah Bidang 

Komumkasi, Informatika, Statistik Dan Persandian, 

4 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 
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Paragraf 2 
;:::::, �J:\.K� l l\Kll\ l 

Pasal 6 

Sekretanat Dmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 )  huruf b, 
dipimpm oleh seorang Sekretans yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dmas 

dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, 

pengoordmasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan mehputi keuangan, 
hukum, mformasi, kehumasan, keorgamsasian dan ketatalaksanaan, 

- -  _,_ - - - -  1  L L  1  - -  1 - - - - - - - - -  ,  _ _  - - - - 1 - L - - - - - - - -  1 - - - - - - - - -  - -  
_lJClllUlllc:l.c:Ul xetatausanaan, KCc:U .::>l_l.Jc:Ul, l\.Cl Ulllc:UlLc:Uiggc:t.c:t.11, l\.C_l.)Cgc:t.Wc:Uc:Ul, 

pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan admmistrasi di 

hngkungan Dmas Komurukasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku 

Pasal 7 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 

Sekretanat menyelenggarakan fungsi 

1 Pengoordmasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan 
-1- - - - - - - -  -  -  ....l  1  _ _  1 _  - - -  -  T"'\  - - -  TT_ -- - 1 y _ .r _  - - - L  1  __ (""\ L - L - - L  1_ 
Uc:l.11 c:Ul�c:Uc:Ul Ul 1111gl\.u11gc:U1 lJlllc:l..::> I\..UlllUllll\.c:l..::>l, llllUllllc:l.Ul\.c:t., uLc:l.Ui::>Ul\. 

dan Persandian, 

2 Pembmaan dan pembenan dukungan adrmmstrasi yang mehputi 

keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, 

kerumahtanggan, dan pelayanan admimstrasi di hngkungan Dmas 
Komurukasr, Informatika, Statistik dan Persandian, 

3 Pengordmasian, pembmaan dan penataan orgamsast dan tata laksana di 

lmgkungan Dmas Komurukasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 

4 Pengoordmasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 
- - 1 - 1  - - -  -  _  _i  l _ _ _  1- - 1 -  -- ....J_ 1 - - 1 -  - - - -  -  T"'\  - - -  TT_ -- _ 1 _ 

_l.)Clc:l.l\..::>c:Ulc:l.c:Ul c:l.U VUl\.c:t..::>l 11 Ul\.Ulll Ul 1111gl\.Ullgc:U1 LJlllc:l..::> I\..UlllUllll\.c:l..::>l, 

Informatika, Statistik dan Persandian, 

5 Pengoordmasian pelaksanaan Sistem Pengendahan Intern Pemenntah 
(SPIP) dan pengelolaan mformasi dan dokumentasi, 

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan 
barang/jasa di hngkungan Dmas Komurukasi, Informatika, Statistik dan 
Persandian, 

7 Pengoordmasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan 
Laporan Keuangan Dmas, 

O T"'\_ - - - 1 - 1 - -  -  1  _ _  - - - - - -  -  -  -  ....l  1  _ _  1_ - - -  -  T"'\  - - -  TT_ -- _ _  ,  y  _  _r_ - - - L  1  _ _  
O rc11gc1u1c:t.c:Ul l\.C_l.Jcgc:t.Wc:Uc:Ul Ul 1111gl\.ullgc:U1 lJlllc:l..::> I\..UlllUllll\.c:l..::>l, llllUllllc:l.Ul\.c:1., 

Statistik dan Persandian, 

9 Pelaksanaan monrtormg, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan hngkup 
tugasnya, 

10 Pengendahan pelaksanaan tugas UPT, dan 

1 1  Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh Kepala Dmas sesuai dengan 
tugas dan fungsmya 

Pasal 8 
n 1_._ 'T"\ - - - - T T  -- -- -1 - - TT - - - -- __ - - _ _ _ 1-. _ -- --- _ _ _ ....l --- _ , _ _  ....l  1  _  _  1  "° 

0 U U  L>c:t.glc:Ul UlllUlll Uc:Ul n..cpcgc:t.WcUc:Ul ;::,cuc:t.gc:Ulllc:Ulc:l. Ullllc:l.l\..::>UU pc:t.Uc:l. _l.Jc:l..::>c:1.1 0 

ayat (1 )  huruf b angka 1 ,  dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
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bertanggung jawab kepada Sekretans dan mempunyai tugas 
menyeienggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, 
kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan 

Pasal 9 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub 
Bagian U mum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian, 
2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekms terkart admrmstrasr 

umum dan kepegawaian, 

3 Pengelolaan data kepegawaian dmas, 
A n _ _ - - - -- 1- - 1- - - -- L - - - - - - -- - -1 - - - 
"1" rc11y1ct.pcU1 Ucl.llcl.11 lllULcl::>l pc�d.Wcl.l Ullld.::>, 

5 Penyiapan kesejahteraan pegawai dmas, 

6 Penyiapan bahan pembmaan pegawai dmas, 

7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan dmas, 

8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan 
perpustakaan dmas, 

9 Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dmas, 

1 O Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, orgarusasi, 

ketatalaksanaan, dan budaya pemenntahan pada dmas, 

1 1  Pelaksanaan pelayanan admunstras, peika.i1to1a.i1, 

12 Pelaksanaan pemehharaan sarana dan prasarana perkantoran, 

13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kmerja subbagian 

umum dan kepegawaian, dan 
14 Pelaksanaan tugas lamnya yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya 

Paragraf 3 

BIDANG KOMUNIKASI 

Pasal 10 

Bidang Komumkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c, 
dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada 
Kepala Dmas dan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan 

- - 1 - 1 - - - - - - -  ...  1  _ _  1._  - 1 - -  ... ... ... ...  __ - - -  ...  - - - - · - - -  - L -  ... ...  1  ...  - - - - - -1  - -  ...  1 _  ...  1 _  " - -  -  
pclcti\.::>cl.lld.cl.ll l\.CUlJd.l\.d.11, pcuy U::>Ullcl.11 llUllUd., ::>LcUlUcU, pl U::>CUUl Ucl.11 l\.1 llClld., 

dan pembenan bimbmgan tekrns dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan di bidang pengelolaan opiru dan aspirasi pubhk di hngkup 

pemenntah daerah, pengelolaan mformasi untuk mendukung kebijakan 

nasional dan pemenntah daerah, penyediaan konten hntas sektoral dan 
pengelolaan media komumkasi pubhk, pelayanan mformasi pubhk, layanan 

hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komumkasr pubhk dan 

penyediaan akses mformasi 

T"'\ 1 1 1 

ra.::>cU l. l. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ,  
Bidang Komurukasi menyelenggarakan fungsi 

1 Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opmi dan 

aspirasi pubhk di lmgkup pemenntah daerah, pengelolaan mformasi 



- 7 - 

untuk mendukung kebijakan nasional dan pemenntah daerah, 
penyediaan konten lmtas sektoral nan pengeloiaan media komumkasi 
pubhk, pelayanan mformasi pubhk, layanan hubungan media, 
penguatan kapasitas sumber daya komumkasi pubhk dan penyediaan 
akses mformasi di kabupaten, 

2 Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opim 
dan aspirasi pubhk di lmgkup pemenntah daerah, pengelolaan mformasi 
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemenntah daerah, 
penyediaan konten lmtas sektoral dan pengelolaan media komumkasi 

pubhk, pelayanan mformasi pubhk, layanan hubungan media, 

pe11gua.ta.i1 kapasitas Siu11bei daya ko111u111ka.s1 pubhk da.11 penyediaan 

akses mformasi di kabupaten, 
3 Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kntena 

penyelenggaraan di bidang pengelolaan opmi dan asprrasi pubhk dr 

hngkup pemenntah daerah, pengelolaan mformasi untuk mendukung 
kebijakan nasional dan pemenntah daerah, penyediaan konten hntas 

sektoral dan pengelolaan media komurnkasi pubhk, pelayanan mformasi 

pubhk, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya 
komurukasi pubhk dan penyediaan akses mformasi dr kabupaten, 

4 pe11y1a.pa.i1 bahan pemberian b1111b111ga.11 teki11s dan supecv1s1 d1 bidang 

pengelolaan opmi dan aspirasi pubhk dt lmgkup pemenntah daerah, 

pengelolaan mformasi untuk mendukung kebijakan nasional dan 
pemenntah daerah, penyediaan konten lmtas sektoral dan pengelolaan 
media komurukasi pubhk, pelayanan mformasi pubhk, layanan 
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komumkasi pubhk 

dan penyediaan akses mformasi di kabupaten, 
5 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opim dan 

aspirasi pubhk di hngkup pemenntah daerah, pengelolaan mformasi 
- L 1 _ -- - - --1 1 - - - 1 _ - 1- - 1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  ...1  -  -- - - --- - - -- .L - 1- --1 - - - - 1_ UllLU.t\. lllCllUU.t\.Ullg .t\.CUljc:U\.d.ll llct:::.lUllcU Ud.ll ptllltllllld.ll Ud.ClcUl, 

penyediaan konten hntas sektoral dan pengelolaan media komumkasi 

pubhk, pelayanan mformasi pubhk, layanan hubungan media, 

penguatan kapasitas sumber daya komurukasi pubhk dan penyediaan 

akses mformasi di kabupaten, dan 
6 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 4 
T")T°'"' A 1\.Tr,. Tl\.TT"\r"\r\._ K A  '1'\TTT A 01un.nu 1nrv1,1v1n.11nn. 

Pasal 12 

Bidang Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf d, 

dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada 
Kepala Dmas dan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kntena, 
dan pembenan bimbmgan tekrus dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan di bidang layanan mfrastuktur dasar data center, disaster 
- - - - - -  .........  - -  - -'-- -  0  '1"'\TTT 1 - -  -  - -  -  - - - - - - - - - - 1 - -  - - -  -  - L - -  _ _  ...._  -1- _ - -  - - -  - - -  _  1c1...uvc1y 1...c1nc1 u, 11n.., 1c1ycU1cU1 pc11gc111uc111gcU1 111uc111ct uct11 pc11ggu11c1cU1 

akses internet, layanan sistem komumkasi intra pemenntah kabupaten, 



- 8 - 

layanan keamanan mformasi e-Government, layanan manajemen data dan 
mformasi e-Government, layanan pengembangan oan pengeiolaan aphkasi 
genenk dan spesifik dan suplemen yang tenntegrasi, mtegrasi layanan 
pubhk dan kepemenntahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, 
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemenntah 
kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemenntah daerah dan 
masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, 
pelayanan pubhk dan kegiatan kabupaten 

Pasal 13 
"'  1  1  1  .,_  1-  .....1  1  _  _  ..I  _ _  -1  _  n  1  1  r"\  
ua.ia.i11 111e11ye1e11gga.ra.Ka.i1 tuga.s Seua.ga.i111a.i1a. u1111c:U\..;:,uu pct.uct. rct.l:>cll 1. L. ,  

Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi 
1 penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan mfrastuktur 

dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan 
pengembangan mtranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem 

komumkasi intra pemenntah kabupaten, layanan keamanan mformasi 

e-Government, layanan manajemen data dan mformasi e-Government, 
layanan pengembangan dan pengelolaan aphkasi genenk dan spesifik 

dan suplemen yang termtegrasi, mtegrasi layanan pubhk dan 
1 - - - - - - -  -- .L - 1 - - --  - - - - - - - - 1 - -- - - - - - - --  - 1 - - - - - .L - - -  '1'\TT.7 C"'I - - -  .L  J""'\ .L _  K.tpt111t1111 tclllct.11, pc11yc1t11��ct.1 ct.ct.11 tl\.Ul:>ll:>tt111 11n.. .:,111cll t '--'HY, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

pemenntah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK 
pemenntah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub 

domain bagi lembaga, pelayanan pubhk dan kegiatan kabupaten, 
2 penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan mfrastuktur 

dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan 
pengembangan mtranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem 

komurukasi intra pemenntah kabupaten, layanan keamanan informasi 
- i""'\ _..._ , - - - -- -  -- - - - --  ..1 - .L -  _:r  r_ - - - - -  -  '"' - - - - - - - - - - -- L  c-uuvc11uuc11t, 1ct.ycll1cll1 lllclllct.Jtllltll uct.Lct. Uclll 1111u1111ct.;:,1 c-uuvc111111t11t, 

layanan pengembangan dan pengelolaan aphkasi genenk dan spesifik 

dan suplemen yang tenntegrasi, mtegrasi layanan pubhk dan 

kepemenntahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

pemenntah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK 

pemenntah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub 
domain bagi lembaga, pelayanan pubhk dan kegiatan kabupaten, 

3 penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kritena 

pei1yelengga.1a.a.i1 d1 bidang la.ya.11a.i1 111f1a.stuktu1 dasai data ce11tei, 

disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan mtranet dan 
penggunaan akses internet, layanan sistem komurukasi intra 
pemenntah kabupaten, layanan keamanan mformasi e-Government, 

layanan manajemen data dan mformasr e-Government, layanan 
pengembangan dan pengelolaan aphkasi genenk dan spesifik dan 
suplemen yang termtegrasi, mtegrasi layanan pubhk dan 
kepemenntahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, 

penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 
- - ---- - - -- .,_ _ ,_ ptllltl 111 Lcll.l 

, _ _  ,_ - - _..._ _  --  , ,  _ _  ..L_ 

K.clUUl,)clLCll/ K.Utct., - __ ,_ --- l:>UlllUCl -1 - - - -  l'J"\TTT uct.yct. 11n.. 
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pemenntah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub 
comam bagi iembaga, peiayanan puohk oan kegiatan kaoupaten, 

4 Penyiapan bahan pembenan bimbmgan tekrus dan supervisi di bidang 
layanan mfrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, 
layanan pengembangan mtranet dan penggunaan akses internet, 
layanan sistem komurukasi intra pemenntah kabupaten, layanan 
keamanan mformasi e-Government, layanan manajemen data dan 
mformasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan 
aphkasi genenk dan spesifik dan suplemen yang termtegrasi, mtegrasi 
layanan pubhk dan kepemenntahan, penyelenggaraan ekosistem TIK 
S111a1-t C1t-y, peii.yele11gga1aai1 GovefTh11e11t Chief Infon11atio11 Officei­ 

(GCIO) pemenntah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK 
pemenntah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub 
domain bagi lembaga, pelayanan pubhk dan kegiatan kabupaten, 

5 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan mfrastuktur 
dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan 
pengembangan mtranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem 

komumkasi intra pemenntah kabupaten, layanan keamanan mformasi 

e-Government, layanan manajemen data dan mformasi e-Government, 
layanan penge111bai1gai1 dai1. pe11gelolaai1 aphkas1 ge11.e11k dan spes1fik 

dan suplemen yang tenntegrasi, mtegrasi layanan pubhk dan 
kepemenntahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, 
penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) 

pemenntah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK 

pemenntah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub 
domain bagi lembaga, pelayanan pubhk dan kegiatan kabupaten, dan 

6 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 5 

BIDANG STATISTIK 

Pasal 14 

Bidang Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf e, 
dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala 
Dmas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebnakan, 

koordmasi dan smkromsasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan 
1----L- ... - - - -- - '- - - - - - -  1- - - - '- - - - -  -  L - 1 - - - -  --1 -  ....  -  - - - - - --  .-  ..  ..._ ....._  .., _ ., _  - -  -  ...... ..  - -. 1 - - - -  
.t\..l  lLCl let., .l-)ClllUCl ld.11 uuuu111gct.11 LC.t\..111� Ud.11 �U.l-)Cl V 1�1, .l-)Cllld.llLd.Ud.11, d.lld.11�1�, 

evaluasi dan pelaporan urusan pendataan dan pengolahan data statistik 

sektoral, anahsis statistik sektoral serta kemitraan stattstik sektoral 

Pasal 15 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, 

Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi 

1 Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang Statistik sektoral, 
anahsis statisnk sektoral serta kermtraan statistik sektoral 

"""I T""\ - - - - - - - 1_ - 1_ - - - - - - - - 1 - - 1_ - 1 - - - L - 1 - - - 1_ 1 _ - _ ("'II ..L _ L _ L 1 _ _ _ 1 -L _ _ 1 

L rt::UJlcl.l-)d.11 UclllcUl .l-)Cl UlllU�clll KCUljct.Kclll LCKlll� UlUcUlg 0lclU�UK �CKLUlcU, 

anahsis statistik sektoral serta kemitraan statistik sektoral 
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3 Pelaksaan penetapan perancanaan tekrus oprasional program 
pengumpuian data stausnk sektorai, pengoiahan data dan anahsis 
statistik sektoral serta kemitraan statistik sektoral sesuai dengan nonna, 
standar, prosedur dan kntena yang ditetapkan pemenntah, 

4 Pelaksaan penerapan dan koordmasi pengembangan pengolahan data 
statistik, 

5 Pelaksanaan koordmasi hntas OPD secara periodik, penyelenggaraan 
statistik sektoral di hngkup Daerah, dan 

6 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuat dengan tugas 
dan fungsmya 

Paragraf 6 

BIDANG PERSANDIAN 

Pasal 16 

Bidang Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf f, 

dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala 
Dmas dan mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk 
pengamanan mformasi 

Pasal 17 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 , 
Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi 

1 Perumusan kebnakan tekrns bidang persandian 

2 Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan pubhk dan standar 

operasional prosedur di bidang persandian, 

3 Perumusan kebijakan keamanan mformasi dr hngkungan Pemenntah 

Dae rah 

4 Penyusunan peraturan tekrns tata kelola persandian untuk pengamanan 

mformasi yang mehputi pengelolaan mformasi berklasifikasi, 

pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak 

persandian pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan 

janngan komurukasi sandi, 

5 Penyusunan peraturan tekrns operasional pengelolaan komumkasi sandi 

antar perangkat daerah di lmgkungan kabupaten, 

6 Penyusunan peraturan tekrus operasional pengamanan komurukasi 

sandi, 

7 Penyusunan peraturan tekrns pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pengelolaan mformasi berklasifikasi, pengelolaan sumber 

daya persandian operasional pengelolaan komumkasi sandi dan 

operasional pengamanan komumkasi sandi, 

8 Pengukuran tmgkat kerawanan dan keamanan mformasi, 

9 Pengelolaan mformasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan 

pengamanan mformasi rmhk Pemenntah Daerah 

10 Pengelolaan proses pengamanan mformasi rmhk Pemenntah Daerah, 
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1 1  Pengmman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran mformasi 

berklasifikasi, 

12 Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi, 

13 Penmgkatan kesadaran pengamanan mformasi di hngkungan 

Pemenntah Daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasihtasi, 

asistensi, bimbmgan tekms, workshop dan/ atau seminar, 

14 Pengadaan, penyrmpanan, distnbusi dan pemusnahan perangkat lunak 

dan perangkat keras persandian, 

15 Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam 

rangka operasional komumkasi sandi antar perangkat daerah di 

lmgkungan kabupaten, 

16 Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam 

rangka operasional komumkasi sandi antar perangkat daerah di 

hngkungan kabupaten, 

17 Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada 

komumkasi sandi antar perangkat daerah di lmgkungan kabupaten, 

18 Perancangan pola hubungan komurukasi sandi antar perangkat daerah 

di hngkungan kabupaten, 

19 Pengamanan terhadap kegtatan/aset/fasihtas/mstalasr pentmg/vital/ 

kntis melalui kontra pengmderaan dan/ atau metode pengamanan 

persandian lamnya, 

20 Pengamanan mformasi elektromk, 

2 1  Pengelolaan Secunty Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan 

mformasi dan komumkasi, 

22 Penyusunan mstrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pengelolaan mformasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya 

persandian, operasional pengelolaan komumkasi sandi, operasional 

pengamanan komumkasi sandi, 

23 Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pengelolaan mformasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya 

persandian, operasional pengelolaan komumkasi sandi dan operasional 

pengamanan komumkasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

24 Pengoordmasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman 

dan Fungsional Operator Transrmsr Sandi (OTS), dan 

25 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

BAB III 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 18 

( 1 )  Pada Dmas dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekrus (UPT) untuk 

melaksanakan kegiatan tekms operasional dan/ atau kegiatan tekrus 

penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah 
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(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dipimpm oleh kepala UPT 
yang nerada dinawah can bertanggungjawab xepada Kepaia Dmas 

(3) Pengaturanlebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Tekrns diatur dengan 
Peraturan Bupati tersendm 

BAB IV 

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 
Eselomsasi 

"- _ _  ,  1 "'  

rd.:,cU 1. ':7 

( 1 )  Kepala Dmas merupakan Jabatan Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon 
lib, 

(2) Sekretans merupakan Jabatan Admmistrator atau Eselon Illa, 
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adrmrustrator atau Eselon IIIb, 
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa 

Bagian Kedua 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 20 

Kepala Dmas, Sekretans, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan 
diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian /Bupati 

.... " .... ... ...  
DAD V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 

Bagian Kesatu 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 2 1  

(  1 )  Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada pejabat pimpman tmggi pratama, pejabat 

adrmrnstrator atau pejabat pengawas yang mermhki keterkartan dengan 
- - 1 - 1  - - -  -  .L  - - -  - 1 - - L -  -  _r  - - - - -  - - 1  

JJCld..l\..:)cUlddll LUgd.:, JdUdLcUl 1u11g;:,1u11cU, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mernpunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masmg-masmg berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(3) Selam melaksanakan tugas dan fungsmya sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas 
membenkan pelayanan fungsional terkait mekamsme koordmasi dan 
pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 

pimpman tmggi pratama sesuai dengan bidang keahhan dan 
, __ .J.... _  ...  -.  -- - , _  -  

KCLCl cUUJJllcUl, 

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara mdrvidu dan/ atau 

dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kmerja 

orgamsasi 

(5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara mdividu sebagaimana 
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dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara 
berjenjang kepada kepaia amas 

{6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim KeIJa sebagaimana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) drtetapkan dengan keputusan 
Kepala Dmas 

{7) Tim KeIJa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdm dan 
a Ketua Tim, dan 
b Anggota Tim 

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan 
tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan 
perangkat daerah ya.i1g 111e111b1da11g1 

(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan 
berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit orgamsasi 
tersebut atau diluar unit orgamsasi, untuk mengoptrmalkan 

pencapaian tujuan orgamsasi, 
(10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dan penyetaraan jabatan dalam 

melaksanakan mekarnsme koordmasi dan pengelolaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibenkan mlai Angka Kredit 25o/o 

da.i 1 Ai1gka Ki edit Kumulat.f 

( 1 1 )  Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

( 12) Togas, jems dan Jen Jang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku 

Bagian Kedua 
Jabatan Pelaksana 

Pasal 22 

(1 )  Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena 
dampak dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan 
pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan 
a U111t Kei:,1a yang 111as1h 111em1hki -Jabatan Ad1111111sti-ato1-, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 

Administrator atau Eselon III 
b Unit KeIJa yang tidak mermhki Jabatan Administrator, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 

Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon II 
(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak 

dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan 
bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV 

(3j .Jabatao Pelaksana d1tetapka.i1 oleh Pejabat Fe111b111a T T - - - - - - -  -  -  -  I  
n..tpt�clWcllclll/ 

Bupatl 

(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lmgkungan 
Dmas Komumkasi, Informatika, Statistik dan Persandian diatur dengan 

Peraturan Bupati tersendm 
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BAB VI 

l A l A  1\..1:!.KJA 

Pasal 23 

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lmgkungan Dmas 

Komurukasi, Informatika, Statistik, dan Pesandian wajib menerapkan 

prmsip koordmasi, mtegrasi, dan smkromsasi bark di hngkungan masmg­ 

masmg maupun antar satuan orgamsasi di hngkungan Dmas Sosial serta 

dengan mstansi lain di luar hngkungan Dmas Komurnkasi, Informatika, 

Statistik, dan Pesandian sesuai dengan tugas masmg-masmg 

Pasal 24 

( 1) Setiap pimpman satuan orgamsasi bertanggung jawab mermmpm dan 

mengoordmasikan bawahan dan membenkan pengarahan serta petunjuk 

bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah 

ditetapkan, dan 

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 

dnkuti dan drpatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta 

dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan 

pei u11da.11g- u11da.i1ga.i1 

Pasal 25 

Setiap Pimpman Satuan Orgarusasi di hngkungan Dmas Komumkasi, 

Informatika, Statistik, dan Pesandian wajib mengikuti dan mematuhi 

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masmg-masmg dan 

menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

T"\ 1 n r  

rd.:>dl �u 

Setiap laporan yang ditenrna oleh pejabat adrmrustrator dan pejabat 
pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun 
laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk kepada bawahan 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 27 
Dengan bedaku11ya. pe1a.tu1a.i1 Bupati 1111, pejabat yang 111e11duduki 

jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan drtetapkannya 

pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati 1n1 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 
Dengan berlakunya Peraturan mi, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh] Orgarusasi 
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
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Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 2 1  Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan Orgarusasi Perangkat 
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgarnsasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan tidak berlaku 

Pasal29 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap 

orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan mi dengan 
penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

Ditetapkan di Labuha 

Pada tanggal 1 ,-  =ebrcar-a 2023 

Diundangkan di Labuha 

pada tanggal 1 ,. '""eb 2023 
n r ruarl. 

LATAN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 
NO MOR 3�- 

Salman Sesuai dengan aslmya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

TTD 

RUSDI HASAN,SH.MH 

Nip 19830702 200812 1 002 
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